
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 36 TAHUN 2022 

  

TENTANG 
 

 STANDAR SATUAN HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 

 

Menimbang: a. 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, menyatakan standar harga satuan 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

b.  

c. bahwa standar harga satuan digunakan sebagai acuan 

dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

d.  

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang  Standar Satuan Harga di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan 

Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat: 1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di provinsi Kalimantan Selatan (lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4265); 

2.  

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN 

HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

 

 
 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah  diubah  beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang- 

4.  

5. Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322; 

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

 

Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1114); 

 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 

2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 

2021 Nomor 2); 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 
Balangan. 
 
 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.  
 

5. Standar Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa 

yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, Departemen/Lembaga di Lingkungan Pemerintah 
Daerah untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Satuan Kerja. 
 

6. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah 
termasuk pajak. 
 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Balangan. 
 

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-

SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta 

rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
 

 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran. 
 

Pasal 2 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan 

acuan perencanaan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 
 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 

efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan dan 

pengendalian anggaran belanja. 
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BAB II 
PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA 

 
Pasal 3 

 

(1) Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Balangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

(2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan  

harga tertinggi dan sudah termasuk pajak. 
 

(3) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh 

dari: 

a. survei harga pasar; 

b. inflasi dan tingkat suku bunga; 

c. hasil rujukan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Daerah. 

Pasal 4 
 

Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

berlaku  untuk pelaksanaan belanja barang dan jasa yang menggunakan  

e-Katalog. 

Pasal 5 

Harga satuan untuk barang-barang tertentu dengan spesifikasi khusus 

dapat berpedoman pada daftar harga (price list) yang dikeluarkan oleh 

produsen/agen tunggal pemegang merk/penerbit, katalog/ketetapan harga 

yang diterbitkan oleh Kementerian terkait yang masih berlaku, dan/atau 

sumber-sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggungjawabkan 

dengan menganut prinsip-prinsip efisiensi, transparan dan akuntabel. 

 

BAB III 

KETENTUAN KHUSUS 
 

Pasal 6 

(1) Apabila pelaksanaan belanja untuk pengadaan barang dan jasa terjadi 

kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan 

dalam DPA tidak diperoleh di pasar atau harga pasar lebih tinggi, maka 

pelaksanaan belanja tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi 

pagu rincian objek belanja pada kegiatan yang bersangkutan. 

 

(2) Pengadaan barang dan jasa oleh SKPD, dengan harga barang di atas 

dan/atau diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini tetap 

dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui 

proses survei harga pasar dengan pembanding dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

  

 

 

 

 

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 

 

 

 

 

 

MUHAMMAD ROJI, SH 

NIP. 19830710 201001 1 020 

BAB IV 
PENUTUP 

 
Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Balangan. 

 

 

Di tetapkan di Paringin 

pada tanggal 31 Maret 2022 
 

BUPATI BALANGAN, 

 

        TTD 

 

H. ABDUL HADI 

Diundangkan di Paringin 

pada tanggal 31 Maret 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,  

 

 

     TTD 

 

 

H. SUTIKNO 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 36 
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LAMPIRAN  : 

 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 

NOMOR 36 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

STANDAR SATUAN HARGA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 

ANGGARAN 2023 

 


